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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 

NOMOR 9 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 6 
- - . - -· 

PER/1.TURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING KAT II REMBANG 
NOMOR 8 TAHUN 1997 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG 

Menimbang a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Petemakan yang ditindak lanjuti dengan Surat 
Gubernur Kepaia Daerah Tinqkat ! Jawa Tengah Nomor 061 / 
18268 tanggal 11 Agustus 1995. Maka dipandang perlu untuk 
meninjau kemball Organisasi dan Tata Kerja Dinas Petemakan 
Kabupaten Daerah Tingkat It Rembang : 

b bahwa dengan Surat Menteri Dalarn Negeri Nornor 061/2608/ 
SJ tanggal 7 Agustus 1995 telah ditetapkan pola Organisasi 
Dinas Petemalc.<:1fll<.~b1.1p;:iten Daerah Tingkat II Rembanq 
uengan pola maks.rnal . 

c bahwa berkenaan oenqan nal-hat tersebut diatas, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinqkat II Rernbnag 
Nornor 7 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Ke1ia Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 
perlu ditinjau kembali dan disesuikan dengan maksud 
Keputusan Menteri Oalam Negeri rersebut diatas ya11g 
pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Rembang. 



- 2 - "' Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tenqah ; 

2. Undang-undang Nomor 6 fahun 1950 tentang ketentuan- 
ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
Neyara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1 O Tambahan .:, 
Lcmbaran Negara Repuhlik lncionesia Nomor2824) 

3. Undang-undang Nomo: 5 Tahun 1974 tentang Pckok-pokok 
Pemcrintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik lndone- ... 
sia Tahun 197 4 Nomor 38. Tarnbanan Lembaran Negar cl 
RP.publik Indonesia Nomor 3037). 

4. Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 1973 tentang 
Pembuatan, Persect,aan Peredaran dan Pemakaian Vaksin 
Serum dan Bahan-bahan Diagnosa untuk Hewan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang 
Penelaahan Pencegahan,Pemberantasan dan Pengobatan 
Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta nun 
1977 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik lndo- 
nesia Nomor 3101) 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha 
Petemakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 
Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nemer 3102) . 

7. Peraturan Pemerintah Norn or 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
lntansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik lndone- 
sia Tahun1988 Nomor 1 O, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373): 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pad a 
Daerah 1ingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 
3487). 

9 Keputusan Menteri Pendayaqunaan Aparatur Negara Nomor 
21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan 
atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan lnstansi 
Pemerintah Pusat. Perwakilan Republik Indonesia di Luar 
Negeri dan di Daerah · 

10 Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nornor 39 Tahun 1993 tentang 
Pedoman Organisasi 0111?.s Dae, ~11 



- 3 - 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Petemakan Daeran: 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat 
IIRembang 

• 

Menetapkan 

M E M U T U S K A N 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
REMBANG TENTA~G ORGAN!SAS! DAN TATA KERJA D!NAS 
PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAl Ii 
REMBANG. 

BAB I 
KETEN.TUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
a. Daerah adalah Ka bu paten Daerah Tingkat II Rembang . 
b Pemerintah Oaerah adalan Pemerintah Kabupaten Oaerah Tingkat II Remo .. ir: .• 
c Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang 
d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Rembang; 
e Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Petemakan Kabupater, Daerah Tingkat ii 

Rembang; 
f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Rembang; 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Din as 

Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan 

Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok susunan dengan bidang 
keahlian. 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Pasal 2 

(1) Dinas Peternakan adalah Unsur Pelaksana Pemerrntah Daerah dibidang 
Peternakan 
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(2) Dinas Peternakan diprrnpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah 

Pasal 3 

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala dalam 
melaksanak.an urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 
oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di 
bidang Peternakan . 

.... 

Pasal 4 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, 
Dinas Peternakan rnernpunyar fungsi : 

a. Melaksanakan pembinaan umum dibidang peternakan berdasarkan k.ebijakan 
yang ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 

b. Mernberikan bimbingan teknis dibidang peternakan : 
c mnmberikan ijin dan pembinaan usaha sesuai ctengan tugasnya : 
d memberikan penyulunan petemakan; 
e. rnelaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pok.oknya : 
r. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani ; 
:_;. mengelola Unit Petaksana Tek.nis Dinas; 
:1. rnelaksanakan Urusan Tata Usaha : 
i. rneraksanaxan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh Bupati Kepaia Daerah , 

BAB Ill 
Bagian Pertama 

Pola dan Susunan Organisasi 
Pasal5 

Orqarusasi Peternakan ditetapkan dengan Pola maksimal 

Pasal 6 
(1) Susunan Organisasi Dinas Petemakan terdiri dari : 

a. Kepala Dinas: 
b. Sub Bagian Tata usana : 
c. Seksi Produksi : 
d Seksi Usaha ; 
e Seksi Kesehatan Hewan 
f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan : 
g. Seksi Penyuluhan ; 
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h. Cabang Dinas : 
Unit Pelaksana Tekrus Dinas 

j. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Sub Bagian Tata Usaha dan seksr-seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing- 

.. masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertangung jawab 
kepada Kepala Dinas: 

(3) Bagan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercanturn pada Larnprran . 
yang merupakan Dag1an tak terpisankan dengan Peraturan Daeran 1111 

Bagian Kedua 
Kcpala Dines 

Pasal 7 
Kepala Dmas memimpm peiaksanaan tugas pokok dan fungs1 sebaqarmana dirnaksuo 
Pasal 3 dan 4 Peraturan Daeran in, 

• 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata usana 

Pasal 8 
Sub Bag,;,n Tata Usaha rnernpunya- tug as -nelaksanakan Ui usan PPfl:'rl'. :..in;.i :., 

Kepegawaiaan, Keuangan dan Urusan Umum. 
Pasal 9 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pad a Pasal 8 Peraturan Daerah nu. Sub 
Bag1a11 Tata Usaha rnempunyai tunys, 
a melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pernbmaan 

organisasi dan tatalaksana , 
b melaksanakan pengelolaan administrasi kepeqawaian • 
c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 
d melaksanakan pengurusan rurnah tangga dan per1engkapan surat-menyurat 

dan kearsipan : 
Pasai 10 

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 
a. Urusan Perencanaan . 
b Urusan Kepegawaian 
c. Urusan Keuangan: 
d Urusan Urnum . 
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(2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini rnasmq-rnasinq dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada di_bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha ; 

Pasal 11 

(1) Usaha Perencanaan mempunyai tug as mengumpulkan. mengelola, menganalisis 
data dan statistik, menyiapkan bahan laporan dinas serta menyusun bahan 
pembinaan organisasi dan tatalaksana ; 

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana 
kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus 
administrasi kepeqawaian ; 

(3) Urusan keuangan mempunyai tu~as menyiapkan bahan penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dinas. mengurus pembukuan. rnelakukan perhitunqan 
anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan : 

(4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat-menyurat. kearsipan dan 
-urnaf tangga serta perlengkapan . 

Bagian Keempat 
Seksi Produksi 

Pasal i2 

S il.:.1 Produksi mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas dinas dibidang 
,;111d11~::,i peieurakan . 

.... 

Pasal 13 
Untuk menyeiengyarakan tugas pada tersebut Pasal 12 Peraturan Daerah mi, Seks1 
Proauksi mempunyai Fungsi : 
a. melaksankan brmbingan tekrus reproduksi : 

~- rnetaksanakan bimbingan pernbibitan ternak : 
- . rnelaksanakan birnbinqan, per.ga\•:asan. peredaran dan penggun-3..ir: pakan . 
d meraksanakan bimbingan pengkajian dan penerapar. tekno!ogi dibidang 

peternakan : 

Pasai 14 
(1) sekst produksi membawahi 

a. Sub Seksi Teknis Reproduksi : 
b. Sub Seksi Pembibitan ; 
c. Sub Seksi Pakan ; 
d. Sub Seksi Kaji Terap: 
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(2) Sub Seksi - sub seksi terse but µcHl:~ avat (1) Pasal iru masmq-rnasmq dipimpin 

oleh seorang Kepala yang berada drbawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Seksi Produksi . 

Pasal 15 
(1) Sub Seksi Teknik Reproduks, mernpunyai tugas menyusun kebutuhan semen 

dan mudigah. mengadakan. rnenvirnpan nan menyalurkan semen dan mudigah 
memantau inseminasi buatan dan alih rnudiqah : 

(2) Sub Seksi Pernbrbitan rnempunva: tugas membirnbmq peningkatan produksi 
temak bibit pedesaan. memantau pengawasan mutu ternak bibit rnernbirnbmq 
pelaksanaan registrasi temak dan menguji poputas dasarternak serta memantau 
kinerja ternak bibit · 

(3) Sub Seksi Pakan mempunyai tugas memantau pengadaan. peredaran dan 
penggunaan pakan : 

(4) Sub Seksi Kaji Terap mempunya: tugas membrmbmq pelaksanaan penqkauan 
penerapan teknologi dibidang peternakan 

Bagian Kelima 
Seksi Usaha 

Pasal 16 
Seksi Usaha mernpunyai tugas melaksanakan sebaqian tugas dinas diburanq usana 
tarn ternak dan pengolahan hasil ternak 

Pasai 17 
tJmuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasai 16 Peraturan Daerah mi. Seksi 
Usaha mempunyai fungs1 · 
a. melaksanakan pelayanan usaha petemakan . 
b. rneiaksanakan pernantauan surnoer uaya peter r1t1ka11. 
c. rnelaksanakan birnbiuqan oencotanan nasu µeter nakan 
d melaksanaxan bunbmqan pernasaran peternakan 

Pasal18 
(1) Seksi usaha membawatu : 

a. Sub Seksi Pelayanan Usaha . 
b. Sub Seksi Sumber Daya 
c. Sub Seksi PengolahanHasil 
d. Sub Seksi Pemasaran . 

(2) Sub Seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini mas111gi-rnasing drprmpin olen seoranq 
K:P.f)al::i yfinQ ber<1d~ nibawah dan bertanqunq [awab kepada Kepala Seks1 usana 
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Pasal 19 

(1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mernpunyai tugas melakukan pe!ayanan usaha 
tani ternak : 

(2) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas memantau penyediaan lahan. 
ketenagaan can hasii ternak • 

(3) Sub Seksi Pengoiahan Hasil mempunyai tugas memantau dan membimbing 
pengawasan penqolahan hasil ternak : 

(4) Sub seks: Pemasaran mernpunya: tugas rnengumpulkan, rnenqolah dan 
menyajikan data pen,8c;;:;n;n hewan dan penarnpunqan ternak . 

Bagian Keenam 
Seksi Kesehatan Hewan 

Pasal 20 

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas rnelaksanakan sebaqian tugas o.nas 
dibidang kesehatan hewan. 

Pasal 21 
Untuk rnenyelengarakan tug as terse but pada pasal 20 Peraturan Daeran 1n1. Seksi 
Kesehatan Hewan mempunyai fungsi : 
a. melaksanakan penqamatan, penvidikan epidemiologi penyakit hewan serta 

rnernbuat peta penyakit hewan : 
b. melaksanakan pencegahan dan pemberatasan penyaxit hewan . 
c rnelaksanakan pe!ayanan kesehatan hewan ; 
o. melaksanakan pengawasan kesehatan rnasyarakat veteriner 

Pasal 22 
(1) Seksi Kesehatan Hewan membawahi . 

a. Sub Seksi Pengamatan dan penyidikan ; 
b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakii Hewan. 

c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan • 
d. Sub Seksi Kcsehatan Masyarakat Veteriner. 

(2) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (1) Pasal iru masing-masing diprrnptn 
oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala 
Seksi Keser atan Hewan. 

Pasal 23 
(1) Sub Seksi Penqarnatan dan PPnyidikan, rnernpunvai tuqas melaksanakan 

bimbingan, penyidikan Epidenuoloqi dan pernbuatan peta penvaku newan : 
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(2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penya kit Hewan mempunyai tug as 
melaksanakan bimbingan. pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan · 

(3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis 
pelayanan kesehatan hewan dan memantau peredaran dan penggunaan obat 
hewan, 

(4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengawasi Hy 
giene dan sanitasi lingkungan usaha Peternakan. melakukan pelayanan rumah 
potonq hewan. rumah potong unggas serta memantau perlindunqan dan 
kesehatan hewan 

Bagian Ketujuh 
Seksi Penyebaran dan Penqembanqan Pcternakan . 

Pasal 24 

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Petemakan mempunyai tug.=is metaksanaka» 
sebaqian tug as dmas dibidang penyeoaran dan pengembangan peternakan 

Pasal 25 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan daerah irn sexs: 
Penycbaran dan Pengembangan Peternakan mempnyai fungsi 

a melaksanakan bimbingan identifikasi Iokasi penyebaran dan penqernbanqan 
petemakan; 

b. melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi ternak 
c rnelaksanakan penataan temak ; 
d. melaksanakan urusan redistribusi temak. 

Pasal 26 

(1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mernbawatu 
a. Sub Seksi identifikasi ; 
b. Sub Seksi Penyiapan ; 
c. Sub Seksi Penataan ; 
c. Sub Seksi Redistribusi . 

(2) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (1)Pasal ini masing-masing drpirnpm 
oleh seorang k.epala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan . 
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Pasal 27 

(1) Sub seksi identifikasi mempunyai tugas menyusun dan melakukan 
bimbingan,identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan temak: 

(2) Sub Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata ruang petemakan, 
penyiapan lokasi dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan 
petemakan; 

(3) Sub Seksi Penataan mempunyai tugas mengelola administrasi gaduhan dan 
bagi hasil peternakan : 

(4) Sub Seksi Redistribusi mempunyai tugas melaksakan pengumpulan, seleksi, 
penyebaran kembali temak bibit . 

Bagian Kedelapan 
Seksi Penyuluhan 

Pasal 28 

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksakan sebagian tugas dinas di bidang 
penyuluhan temak 

... 

Pasal 29 
Untuk 1rienyelenggari:ikan tugas tersebut pada Pasat 28 Peraturan Daeah ini, Seksi 
Penyuluhan mempunyai fungsi : 
., melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan progrnm, rnetode dan sistem kena 

1,cnyuluhan. serta rekayasa sosial dan ekonomi · 
b. melaksanakan oerencanaan. pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan 

penyuluhan : 
c. rnetaksanakan birnbinqan dan pengembangan kelembagaan petani . 
d. me!aksanakan perencanaan, pengadaan. pengelolaan dan bimbingan 

pendayagunaan sarana penyuluhan ; 
e. melaksanakan perencanaan. pengadaan. penyebaran dan brmbinqan 

pengembangan materi penyuluhan . 

Pasal 30 
(1) Seksi Penyuluhan membawahi : 

a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ; 
b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana; 

(2) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing diprmpin 
oleh seorang kepala yang berada dibawahdan bertanggung jawab kepada Kepala 
Seksi Penyuluhati . 
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Pasal 31 

(1) Sub seks: Tata Penyuluhan rnembenkan pelayanan teknis dan administrasi 
kepada µenyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program 
penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluh. identifikasi faktor 
penentu, rekayasa sosial ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan 
serta supervisi pelaksanaan penyuluhan ; 

(2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun 
rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, 
mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan 
menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan 
adrnintstrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan 
kelembagaan petani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana 
penyuluhan dan perurnusan serta penyiapan materi penyuluhan. 

Bagian Kesembilan 
Cabang Dinas 

Pasal32 

cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Materi Dalam 
Negeri 

· Bagian Kesepuluh 
Unit Pelaksaba Teknis Dinas 

Pasal33 

Unit Pelaksana Iekrus Dinas Petemakan dibentuk berdasarkan kriteria yang akan 
ditetapkan oleh Menteri Dalarn Negen 

Bagian Kesebelas 
Ketompok Jabatan Fungsional 

Pasal 34 
(1) Kelompok Jabatan Fungs1onal mernpunyai tugas melakukan keqratan teknis 

petemakan dibidang keahlian masing-masing 
(2) Kelompok Jabatan Funqsronal sebagaimanatersebut pada ayat (1) Pasal ini, 

dipimpin oleh seorang tenaga tungsional senior selaku ketua kelompok yang 
berada dibawah dan bertan!mungjawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala 
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan. 

Pasal 35 
(1) Kelompokjabatan Fungsionat dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai 

dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
senior. 



- 1·2 - 

(2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja, 
(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 
BABIV 

TATA KERJA 
Pasal 36 

Dalarn melaksanakan tugasnya. Dinas Peternakan. Unit Pelaksana Tekrus Dinas 
dan Ketompok Jabatan Fungsional dc:111 cabang Dinas wajib menerapkan prinsip 
koordinasi. integrasi dan smkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing rnaupun 
antar satuan organisasi sesuai dengan tugas rnasrnq-rnasinq. 

Pasal 37 

(1) Kepata Dmas rnelaksanakan tugasnya uerdasarkan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah · 

(2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina.membimbing. dan 
rnengawasi pekerjaan unsur-unsur pemoantu dan peiaksanaan yang bcrada 
dalam lingkungan dinasnya . 

BAB V 
KETENTUAN KEPEGAWAIAN 

Pasal 38 
(1) Pejabat yang rnemimpin bidang ketatausahaan pada Dinas Peternakan 

merupakan Sekretaris Dinas Peternakan ; 
(2) Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku . 
BAB VI 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal 39 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 40 
(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daer ah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1.980 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata .Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Trnqkat II Rembang 
dinyatakan tidak berlaku lagi . 
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Rembang 

Ditetapkan d: Rembang 
pada :angga: 21 Nopernber 1997 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAHKABUPAT~NDAERAH 

TINGKAT II REMBANG 
KETIJA 

BUPATI KEPALA D/\ERAH 
TINGKAT II REM8ANG 

SOEGENG SARWONO Ors. H. WACHIDI RIJONO 

Disahkan dengan Keputusan Gubemur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

tanggal 15 Juli 1998 
Nomor: 188.3/166/1998. 

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH 
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P E N J E L A S A N 
PERATURAN DAERA!i KABUPATEN DAERAH TlNGKAT II 

REMBANG 

NOMOR 8 TAHUN 1997 

TENT ANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 

I. PENJELASAN UMUM 

Dalam rangka peningkatan kualitas, efesiensi dan tertib penyelenggaraan 
pemerintahan khususnya dibidanq petemakan Kabupaten Daerah Tingkat !I 
Rembang telah berusaha melakukan pembenahan denganmembentuk Dinas 
Petemakan sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang petemakan 

Dengan perkembangan pembangunan yang maju sedemikian pesatnya. 
m::ikci tugas-tugas dari Dinas Petemakan menjadi !ebih banyak, sedangkan 
Peraturan Dae rah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1980 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Petemakan Kabupaten Daerah 
Ti11ykcit II Rembang sudah lidak sesuai dengan kebutuhan yang ada . Maka 
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah jo surat menteri 
Dalam Negeri Nomor: 0161/2608/SJ tcntang Penetapan Pola Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Petemakan Kabupaten Daerah Tingkat ii Rembang dengan Pola 
Maksrmai, serta Surat Gubernur Kepala Daerah 1ingkat I Jawa Tengah Nomor 
061 !1828 tanggal 11 Agustus 1995 dipanrtanq pP.rh1 1_1ntuk rneninjau kernbaf 
orqanisasl dan tata kerja Dinas Petcmakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rem bang. 

Peraturan Daerah Nornor 8 Tahun 1997 temang orcarnsasi dan Tata Kerja 
Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang adalah hasl! dan 
penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1980 sebaqa: realisasi 
pemenuhan kcbutuhan tersebut. Pola orqanisas: dan Tata Kerja yang dipakai 
dari pola rnintrrual menjadi pola maksimal. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s/d 2 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
a. Tugas pokok dari Dinas Peternakan sebagai unsur 

pelaksana Pemerintah daerah adalah melaksankan 
sebagian urusan rumah tangga daerah dalarn lingkup 



Pasal 4 
Pasal 5 

Pasal 6 std 7 
Pasal8 

Pasal 9 std 31 
Pasal 32 

Pasal 33 

Pasal 34 std 40 
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peternakan Selain tugas pckok tersebut, Dinas 
Petemakan melaksanakan tugas pembantuan Pemerintah 
Propinsi Oaerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang 
peternakan sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kepala 
Daerah. 

b Melaksanakan penelitian, penyelidikan. percobaan 
percobaan dan pembinaan petani temak dengan sasaran 
peninqkatan rnutu/hastl sasaran peningkatan rnutu/has!l 
serta terciptanva inovasi baru yang menunjang 
peningkatan rnuiu. 

Cukup jelas. 

Penetapan pola maksimal berdasarkan Surat Menteri Oalarn 
Negeri Nomor 0161/2608/SJ tanggal 9 Agustus 1995. 
Cukuo jelas. 
Melaksanakan Urusan Perencanaan adalan 
meneyelenggarakan proses penyusunan dan penyairan 
rcncana kegiatan serta pembinaan organisasi. tata Iaksana 
dan kepegawaian 
Cukup jefas 
Pembentukan Ca bang Dmas dapat dilaksanakan berdasarkan 
kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri . 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat 
dilaksanakan berdasarakan kriteria yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri . 
Cukup Jelas. 

\. ' j 
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LAMPll~N Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 
19£7 tentang Pembentukan. Organisasi 
clan Tata Kerja Perpustakaan Umum 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rernbang 
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